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Customs is one source of state revenues that is used to finance state expenditure. 
Customs levied on certain goods which have characteristics which is defined in 
Act. The nature and characteristics of the excise goods, are : consumption should 
be controlled, circulation need to be supervised, its use can cause negative effects 
for society and the environment, and its use needs to charge fees for the sake of 
fairness and balance to the state. One of the excise taxable goods that dominate 
revenue in KPPBC Type Madya Customs of Surakarta is tobacco excise. The 
tobacco excise tax rates increased almost every year. Based on the above 
statement, increasing of excise rates tobacco products is one of government’s 
efforts in achieving the state excise tax revenue target in the region of Surakarta. 
The purpose of this research are: first, the contribution of tobacco excise tax 
revenue to total tax revenue. Second, to know which factors affect the increasing 
in excise revenue target. Third, to know the total proceeds of the Value Added 
Tax Tobacco Excise Result. Fourth, to know the impact of tariff increase for 
employers. Fifth, know the effort made by government  on polices that have been 
established. Data collection methods used are: observation, interviews, and 
documentation relating to the tobacco excise. 
Result from this study indicate that increasing in tariff tobacco excise gives the 
positive impact with the increase tax receipt from year to year. Increasing excise 
revenue target each year is influenced by the level of consumption, economic 
growth and policies of the government. The target set by the government to 
KPPBC Type Madya Customs of Surakarta can always fullest. As well as tobacco 
excise, the Value Added Tax of tobacco excise increase every month and every 
year. The calculation result Value Added Tax of tobacco excise is using a singe 
rate (8,4%). The tobacco factory which obliged to pay the Value Added Tax of 
tobacco excise is the factory which result of tobacco manufacturer more than Rp. 
600 million of gross turnover and the company confirm that has been a taxable 
person.  
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A. Gambaran Umum Perusahaan 
1. Sejarah dan Perkembangan KPPBC Tipe Madya Pabean Surakarta 
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe 
Madya Pabean Surakarta berada di bawah naungan Departemen Keuangan 
Republik Indonesia. KPPBC Tipe Madya Pabean Surakarta telah berdiri 
sejak zaman Kolonial Hindia Belanda dengan nama “Taback Accyns”, 
yang berarti Kantor Cukai Tembakau. Cukai Tembakau dimulai pada 
tahun 1932. Setalah kemerdekaan, Taback Accyns Kantor Cabang 
Surakarta kemudian berganti nama Kantor Cukai Cabang Surakarta yang 
berkedudukan di Jalan Slamet Riyadi No 3 Surakarta. Tahun 1957 Kantor 
Cukai Cabang Surakarta dinaikkan statusnya menjadi Kantor Inspeksi Bea 
dan Cukai Tipe B Surakarta yang bertempat di Jl. Bawean No. 23 Pasar 
Legi, Banjarsari, Surakarta. 
Sesuai dengan Perda No. IV tempatnya dipindahkan lagi ke Jl. Dr. 
Lambuan Tobing No.35 Surakarta. Berdasarkan Keputusan Menteri 
Keuangan RI Nomor 32/KMK.01/1998 tanggal 4 Februari 1988 Kantor 
Inspeksi Bea dan Cukai Tipe B meningkat statusnya menjadi Kantor 
Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Surakarta. Kemudian tanggal 2 
November 1998, Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Surakarta 




Karanganyar, Surakarta. Perubahan Kantor Pengawasan dan Pelayanan 
Bea dan Cukai Surakarta dari Tipe A3 menjadi Tipe Madya berdasarkan 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 tanggal 08 April 
2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai. KPPBC Tipe Madya adalah Kantor Pelayanan 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang memberikan  pelayanan prima 
serta pengawasan yang efektif kepada pengguna jasa kepabeanan & cukai 
dengan mengimplementasikan cara kerja yang cepat, efisien, transparan 
dan responsif terhadap kebutuhan pengguna jasa dengan dukungan instansi 
yang terkait. KPPBC Tipe Madya Pabean Surakarta terletak di Jl. LU Adi 
Sucipto No. 36 Blulukan, Colomadu, Karanganyar, Surakarta. 
2. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tipologi KPPBC Tipe Madya Pabean 
Surakarta 
KPPBC Tipe Madya Pabean Surakarta adalah instansi vertikal 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berada di bawah dan langsung 
bertanggung jawab kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan 
Cukai Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kantor Pengawasan 
dan Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala dan mempunyai tugas 
melaksanakan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai dalam 
daerah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Dalam melaksanakan tugas seperti yang dimaksud di atas, Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai menyelenggarakan fungsi: 
a. Pelaksanaan intelijen, patroli, penindakan, dan penyidikan di bidang 
kepabeanan dan cukai. 
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b. Pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan 
senjata api. 
c. Pelaksanaan pelayanan teknis di bidang kepabeanan dan cukai. 
d. Pelaksanaan dan pemberian perijinan dan pemberian fasilitas di bidang 
kepabeanan dan cukai. 
e. Pelaksanaan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, cukai, 
dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal. 
f. Penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pendistribusian 
dokumen kepabeanan dan cukai. 
g. Pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi, dan laporan 
kepabeanan dan cukai. 
h. Pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja. 
i. Pelaksanaan administrasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan 
Cukai. 
Kantor Pengawasan dan Pelayanan terdiri dari 7 (tujuh) tipe yaitu sebagai 
berikut : 
a. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean 
b. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai 
c. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A1 
d. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A2 
e. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 
f. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A4 
g. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe B 
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Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang berada di bawah 
Kantor Wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah 
sebagai berikut : 
a. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Emas 
b. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Pekalongan 
c. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kudus 
d. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap 
e. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Yogyakarta 
f. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tegal 
g. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Surakarta 
h. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Purwokerto 
Wilayah kerja KPPBC Tipe Madya Pabean Surakarta meliputi seluruh 
wilayah eks Karesidenan Surakarta dengan luas sekitar 5.724 km yang 
terdiri dari: 
a. Kota Surakarta 
b. Kabupaten Boyolali 
c. Kabupaten Sukoharjo 
d. Kabupaten Karanganyar 
e. Kabupaten Wonogiri 
f. Kabupaten Sragen 
g. Kabupaten Klaten 
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Dalam pelaksanaan tugas pelayanan dan pengawasannya, KPPBC 
Tipe Madya Pabean Surakarta didukung pegawai yang mempunyai tingkat 
Kompetensi tinggi, terdiri dari berbagai tingkat pendidikan, jabatan dan 
golongan. Pembinaan dan pelatihan baik teknis maupun non teknis 
(mental) diadakan secara rutin untuk meningkatkan kualitas sumber daya 
manusia. Untuk meningkatkan pelayanan yang lebih praktis, efisien dan 
cepat. KPPBC Tipe Madya Pabean Surakarta telah menggunakan sistem 
aplikasi dan komputerisasi dalam pengurusan kepabeanan dan cukai. 
Pengawasan dan Pelayanan KPPBC Tipe Madya Pabean Surakarta 
meliputi: 
a. Bandara Internasional Adi Sumarmo 
b. Kantor Pos Lalu Bea Surakarta 
c. Tempat Penimbunan Sementara (TPS) 
d. Kawasan Berikat dan Gudang Berikat 
e. Perusahaan yang mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan 
Ekspor 
f. Pabrik Hasil Tembakau 
g. Pabrik Ethil Alkohol (EA) 
h. Pabrik Minuman Mengandung Ethil Alkohol (MMEA) 




j. Toko Bebas Bea 
3. Visi, Misi dan Motto Perusahaan 
KPPBC Tipe Madya Pabean Surakarta memiliki  visi yaitu menjadi 
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai bertaraf Internasional 
dalam pengawasan dan pelayanannya dan misi yaitu pelayanan yang 
terbaik dengan hati serta profesional kepada masyarakat, lingkungan serta 
pengguna jasa kepabeanan dan cukai. Motto KPPBC adalah leladi kanthi 
ati lan setiti yang artinya pelayanan dengan hati dan teliti secara 
professional. 
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai menggunakan dua 
unit baru yaitu Seksi Kepatuhan Internal dan Seksi Penyuluhan dan 
Layanan Informasi. Seksi Kepatuhan Internal  merupakan salah satu unit 
khusus pengendalian internal yang menangani masalah integritas dan 
profesionalisme pegawai dan merupakan alat Bantu kantor untuk 
memastikan seluruh prosedur sudah berjalan sesuai aturannya dan 
bertujuan untuk mewujudkan organisasi yang efektif, efisien serta bebas 
KKN. Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi memberikan bimbingan 
dalam kepatuhan dan pemahaman pengguna jasa terhadap peraturan 
perundang-undangan, menyediakan informasi yang akurat mengenai 
kepabeanan dan cukai kepada pegawai dan pengguna jasa serta mengelola 
keluhan dari pengguna jasa demi perbaikan pelayanan dan institusi 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 
4. Struktur Organisasi 
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Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai adalah instansi 
vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah. Kantor Pengawasan 
dan Pelayanan dipimpin oleh seorang kepala kantor. KPPBC Tipe Madya 
Pabean Surakarta terdiri dari sembilan seksi atau bagian. Setiap seksi atau 
bagian membawahi sub-subbagian yang bertanggung jawab pada kepala 
bagian. 
Pembagian menjadi sub-subbagian tersebut bertujuan mempermudah 
pelaksanaan tugas-tugas bagi para pegawai. Adapun pembagian tersebut 
adalah sebagai berikut : 
a. Subbagian Umum 
1) Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian 
2) Urusan Keuangan 
3) Urusan Rumah Tangga 
b. Seksi Penindakan dan Penyidikan 
1) Subseksi Intelijen 
2) Subseksi Penindakan 
3) Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan 
4) Subseksi Sarana Operasi 
c. Seksi Administrasi Manifes 
1) Subseksi Pengadministrasian Manifes 
2) Subseksi Pengadministrasian Pemberitahuan Pengangkutan Barang 
d. Seksi Perbendaharaan 
1) Subseksi Administrasi Penerimaan dan Jaminan 
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2) Subseksi Pengadministrasian Penagihan dan Pengembalian 
e. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai 
1) Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai I (Pabean) 
a) Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai Impor 
b) Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai Bandara 
c) Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai Kantor Pos 
2) Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai II (Fasilitas) 
a) Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai KITE 
b) Subseksi Hanggar TPB 1 
c) Subseksi Hanggar TPB 2 
d) Subseksi Hanggar TPB 3 
e) Subseksi Hanggar TPB 4 
f) Subseksi Hanggar TPB 5 
3) Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai III (Fasilitas) 
a) Subseksi Tempat Penimbunan 
b) Subseksi Hanggar TPB 6 
c) Subseksi Hanggar TPB 7 
d) Subseksi Hanggar TPB 8 
e) Subseksi Hanggar TPB 9 
f) Subseksi Hanggar TPB 10 
4) Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai IV (Cukai) 
a) Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai Hasil Tembakau 
b) Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai Etil Alkohol dan 
Minuman Mengandung Etil Alkohol 
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c) Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai PT. Indo Acidatama 
f. Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi 
1) Subseksi Penyuluhan 
2) Subseksi Layanan Informasi 
g. Seksi Kepatuhan Internal 
1) Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan dan 
Administrasi 
2) Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan 
h. Seksi Dukungan Teknis dan Distribusi Dokumen 
i. Kelompok Jabatan Fungsional 
Lebih jelasnya dapat melihat Bagan Struktur Organisasi Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Surakarta 


















































































































5. Deskripsi Jabatan 
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai mempunyai tugas 
melaksanakan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai dalam 
daerah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang – undangan yang 
berlaku. Berikut ini adalah seksi yang menangani Pelayanan Kepabeanan 
dan Cukai beserta tugas-tugasnya: 
a. Subbagian umum 
1) Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian 
a) Melakukan urusan tata usaha dan kepegawaian 
b) Menyusun rencana kerja dan laporan akuntabilitas 
2) Urusan Keuangan 
a) Melakukan urusan keuangan dan anggaran 
b) Melakukan urusan kesejahteraan pegawai 
3) Urusan Rumah Tangga 
Melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan 
b. Seksi Penindakan dan Penyidikan 
1) Melakukan intelijen, patroli dan operasi pencegahan dan 
penindakan pelangaran peraturan perundang – undangan di bidang 
pabean dan cukai. 
2) Penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai. 
3) Pengelolaaan dan pengadministrasian sarana operasi, komunikasi 
dan senjata api. 
c. Seksi Administrasi Manifes 
1) Subseksi Pengadministrasian Manifes 
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a) Melakukan pelayanan penerimaan, penelitian, peñatausahaan 
dan pendistribusian rencana kedatangan sarana pengangkut dan 
manifes. 
b) Penyelesaian manifes kedatangan dan keberangkatan sarana 
pengangkut. 
c) Perhitungan denda administrasi terhadap keterlambatan 
penyerahan dokumen sarana pengangkut. 
2) Subseksi Pengadministrasian Pemberitahuan Pengangkutan Barang 
a) Melakukan pelayanan penerimaan, penelitian, penatausahaan, 
pendistribusian. 
b) Menyelesaikan dokumen pemberitahuan pengangkutan barang. 
d. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai 
1) Melakukan pelayanan fasilitas dan perijinan di bidang pabean dan 
cukai. 
2) Penelitian pemberitahuan impor, ekspor, dan dokumen cukai. 
3) Pemeriksaan dan pencacahan barang, pemeriksaan badan dan 
pengopersian sarana deteksi. 
4) Penelitian pemberitahuan klasifikasi barang, tarif bea masuk, nilai 
pabean dan fasilitas impor serta penelitian kebenaran penghitungan 
bea masuk, cukai, pajak, dalam angka impor, pungutan dalam 
rangka ekspor, dan pungutan negara lain. 
5) Penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk, dan nilai pabean. 




7) Pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat 
Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean. 
8) Pelayanan dan pengawasan pemasukan, penimbunan dan pemuatan 
barang ekspor ke sarana pengangkut. 
9) Pelaksanaan urusan pembukuan dokumen cukai. 
10) Pelaksanaan urusan pemusnahan dan penukaran pita cukai. 
11) Pemeriksaan Pengusaha Barang Kena Cukai, buku datar dan 
dokumen yang berhubungan dengan barang kena cukai. 
12) Pelaksanan pengawasan dan pemantauan produksi, harga dan kadar 
barang kena cukai. 
13) Pengelolaan tempat penimbunan pabean. 
14) Penatausahaan penimbunan, pemasukan dan pengeluaran barang di 
Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean. 
15) Pelaksanaan urusan penyelesaian barang yang dinyatakan tidak 
dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi 
milik negara. 
16) Penyiapan pelelangan atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai, 
barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik 
negara. 
17) Pelaksanaan urusan pemusnahan barang yang dinyatakan tidak 
dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi 
milik negara dan atau busuk. 
e. Seksi Perbendaharaan 
1) Subseksi Administrasi Penerimaan dan Jaminan 
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a) Melakukan pengadministrasian penerimaan bea masuk, cukai, 
denda administrasi, bunga, sewa, tempat penimbunan pabean, 
dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat 
Jenderal. 
b) Penerimaan, penatausahaan, penyimpanan dan pengurusan 
permintaan pita cukai. 
c) Pengadministrasian dan penyelesaian surat keterangan impor 
kendaraan bermotor. 
d) Penyajian laporan realisasi penerimaan bea masuk, cukai, dan 
pungutan negara lainnya. 
e) Pelayanan fasilitas pembebasan, penangguhan bea masuk, 
penundaan pembayaran cukai, pengadministrasian jaminan dan 
pemrosesan jaminan penangguhan bea masuk, jaminan PPJK, 
jaminan dalam rangka keberatan dan banding serta jaminan 
lainnya. 
2) Subseksi Administrasi Penagihan dan Pengembalian 
a) Melakukan penagihan kekurangan pembayaran bea masuk, 
cukai, denda administrasi, bunga, sewa Tempat Penimbunan 
Pabean dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh 
Direkorat Jenderal. 
b) Penerbitan dan pengadministrasian surat teguran, surat paksa, 
penyitaan dan pengadministrasian pelelangan, 
pengadministrasian dan penyelesaian premi, serta 
pengadministrasian pengembalian bea masuk, cukai, denda 
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administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, pita 
cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh 
Direktorat Jenderal. 
f. Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi 
1) Subseksi Penyuluhan 
Melakukan penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-
undangan di bidang kepabeanan dan cukai. 
2) Subseksi Layanan Informasi 
Melakukan pelayanan informasi, bimbingan dan konsultasi 
kepatuhan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai. 
g. Seksi Kepatuhan Internal 
1) Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan dan Administasi 
a) Melakukan pengawasan pelaksaan tugas. 
b) Melakukan evaluasi kinerja serta penyiapan bahan rekomendasi 
peningkatan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan 
kepabeanan, cukai, dan administrasi. 
2) Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan 
a) Melakukan pengawasan pelaksanaan tugas. 
b) Melakukan evaluasi kinerja dan penyiapan bahan rekomendasi 
peningkatan pelaksanaan tugas di bidang intelijen, penindakan, 
penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, 
serta pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil 





h. Seksi Dukungan Teknis dan Distribusi Dokumen 
1) Melakukan pengoperasian computer dan sarana penunjangnya. 
2) Pengelolaan dan penyimpanan data dan file. 
3) Pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pertukaran data 
elektronik, pengolahan data kepabeanan dan cukai, penerimaan. 
4) Penelitian kelengkapan dan pendistribusian dokumen kepabeanan 
dan cukai, serta penyajian data kepabeanan dan cukai. 
i. Subseksi Intelijen 
1) Melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan penyampaian 
informasi dan hasil intelijen, analisis laporan pemeriksaan sarana 
pengangkut, laporan pembongkaran dan penimbunan barang, dan 
laporan pengawasan lainnya. 
2) Pengelolaan pangkalan dan intelijen. 
 
B. Latar Belakang 
Pembangunan Nasional yang berdasarkan GBHN yang telah dan akan 
terus dilaksanakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur 
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 telah mengakibatkan tidak saja 
kehidupan ekonomi sosial yang lebih baik bagi seluruh Rakyat Indonesia, 
tetapi juga menimbulkan dorongan dan tuntutan untuk mengadakan 
modernisasi di segala bidang kehidupan masyarakat. Sesuai dengan rancangan 
APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) Indonesia, penerimaan cukai 
memiliki peranan yang sangat penting dan potensi yang cukup besar dalam 
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meningkatkan pendapatan negara untuk pembangunan. Penerimaan dari segi 
cukai menempati posisi tertinggi dari total penerimaan di seluruh kantor 
wilayah di Indonesia. Adapun dari segi jenis penerimaannya cukai dapat 
dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: cukai hasil tembakau, cukai minuman 
mengandung etil alkohol, dan cukai etil alkohol.  
Sejak pemerintahan Belanda di Indonesia, penanaman tembakau telah 
memperoleh perhatian yang besar. Dewasa ini Pemerintah Indonesia juga 
semakin menggalakkan komoditi hasil tembakau yang bisa  di ekspor maupun 
yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan rokok di dalam negeri. 
Tembakau yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan rokok umumnya 
dipungut pajak biaya cukai yang sangat tinggi. Dilihat dari segi 
pengembangan tembakau nasional Indonesia, tarif cukai yang cukup tinggi 
dapat menimbulkan keadaan yang kurang kondusif mengingat komoditi hasil 
tembakau mampu menyerap tenaga kerja buruh di lahan pertanian tembakau 
dan pedesaan melalui kegiatan pengopenan, pengasapan, pengrajangan 
maupun pabrik rokok, selain itu cukai hasil tembakau juga memberikan 
kontribusi devisa negara dari kegiatan ekspor. 
Penerimaan cukai hasil tembakau di Indonesia dapat dikatakan sebagai 
komoditi komersial dimana terjadi peningkatan jumlah penerimaan hampir 
setiap tahunnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengeluarkan kebijakan yang 
tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk tahun anggaran 
2009 yaitu PMK nomor 203/PMK.011/2008 tentang Tarif Cukai Hasil 
Tembakau pada 9 Desember 2008 dan berlaku tanggal 1 Februari 2009 yang 
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merupakan perubahan dari PMK nomor 134/PMK.04/2007 yang berlaku 
mulai 1 Januari 2008..  
Hasil tembakau dikenakan tarif sesuai dengan Peraturan Menteri 
Keuangan. Hasil tembakau yang dikecualikan dari pungutan cukai adalah 
tembakau iris yang tidak dikemas dalam penjualan eceran atau dikemas dalam 
penjualan eceran dengan pengemas tradisional. 
Sesuai dengan gambaran umum obyek penelitian yang penulis 
kemukakan dan hasil penelitian di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan 
Cukai Tipe Madya Pabean Surakarta yang bertugas memberikan pelayanan 
bagi pengguna jasa serta bertanggung jawab dalam pemungutan bea masuk 
dan keluar, cukai, PPN dan PPnBM. Terlihat bahwa pemerintah berupaya 
meningkatkan penerimaan negara dari sektor cukai terutama cukai hasil 
tembakau dengan menaikkan tarif cukai. Oleh karena itu penulis mengambil 
judul “KENAIKAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU SEBAGAI 
UPAYA PEMERINTAH DALAM PENCAPAIAN TARGET 
PENERIMAAN CUKAI NEGARA DI WILAYAH SURAKARTA”. 
 
C. Rumusan Masalah 
Penulis ingin menyajikan permasalahan tentang kenaikan tarif cukai dalam 
hal ini mengenai cukai hasil tembakau yang bertujuan untuk merealisasikan 
pencapaian target penerimaan cukai di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea 
dan Cukai Tipe Madya Pabean Surakarta serta dampaknya baik dari segi 
positif maupun negatif atas kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. 
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Permasalahan yang akan penulis kemukakan beserta pemecahannya dalam 
hasil penelitian adalah tentang: 
1. Kontribusi penerimaan cukai hasil tembakau terhadap total penerimaan 
cukai di KPPBC Tipe Madya Pabean Surakarta. 
2. Faktor – faktor yang mempengaruhi pencapaian target cukai terutama 
Cukai Hasil Tembakau. 
3. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Cukai Hasil Tembakau di KPPBC 
Tipe Madya Pabean Surakarta. 
4. Dampak kenaikan tarif cukai hasil tembakau bagi pengusaha golongan I, 
golongan II dan golongan III. 
5. Upaya yang dilakukan pemerintah terhadap pihak terkait baik pegawai 
maupun pengguna jasa agar mengetahui kebijakan yang telah ditetapkan 
oleh Pemerintah. 
D. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang penulis kemukakan di 
atas, maka tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut: 
1. Mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan cukai hasil tembakau 
terhadap total penerimaan cukai di KPPBC Tipe Madya Pabean Surakarta. 
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tercapainya target 
penerimaan cukai dari pemerintah. 
3. Mengetahui jumlah penerimaan PPN Cukai Hasil Tembakau di KPPBC 
Tipe Madya Pabean Surakarta. 
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4. Mengetahui dampak kenaikan tarif cukai hasil tembakau bagi para 
produsen cukai hasil tembakau. 
5. Mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pihak 
terkait baik  para pegawai maupun pengguna jasa agar mengetahui 
kebijakan yang telah ditetapkan. 
 
E. Manfaat Penelitian 
Dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa manfaat 
yang dapat diperoleh dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi terutama 
mengenai kenaikan tarif cukai hasil tembakau di Kantor Pengawasan dan 
Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean di wilayah Surakarta adalah: 
1. Penulis 
Memberikan pengetahuan tentang cukai baik tarif, pita cukai maupun 
prosedur cukai serta PPN yang dipungut. 
2. Pemerintah 
Sebagai referensi dalam menetapkan kebijakan tarif cukai hasil tembakau 
dengan tetap mempertimbangkan kemampuan pengusaha terutama 
pengusaha yang termasuk golongan III atau golongan kecil. 
3. Pengusaha tembakau 
Pengusaha tembakau di harapkan dapat mengetahui besarnya kontribusi 
cukai terhadap penerimaan negara sehingga kesadaran untuk membayar 
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tarif cukai dapat ditanamkan pada pengusaha tiap-tiap golongan yang 
menjalankan usaha hasil tembakau sehingga diharapkan tidak ada 
pelanggaran dan kecurangan yang terjadi. 
4. Pegawai 
Memberi gambaran tentang peningkatkan kinerja pegawai Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di wilayah Surakarta sehingga 
dapat tercipta kelancaran administrasi dalam peningkatan tarif cukai 
tembakau setelah adanya kebijakan dan ketetapan pemerintah. 
 
F. Metode Penelitian 
1. Desain Penelitian 
Penulis menggunakan desain kasus yaitu membuat deskripsi/ analisis/ 
sintesis yang terbatas pada kasus tertentu. deskripsi tersebut merupakan 
jawaban dari pertanyaan yang menjadi permasalahan utama penelitian. 
 
2. Objek Penelitian 
 Dalam menyusun Tugas Akhir ini penulis memakai objek penelitian 
Cukai Hasil Tembakau. Ruang lingkup instansi dalam penelitian ini adalah 
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean 
Surakarta yang berlokasi di Jl. Adi Sucipto No.36 Colomadu, Surakarta. 
Dalam penelitian untuk menyusun Tugas Akhir ini, penulis menggunakan 
tahun penerimaan yaitu tahun 2006 sampai dengan tahun 2009. Data yang 
penulis gunakan dalam penelitian ini berasal dari Kantor Pengawasan dan 
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Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean sehingga kebenaran dan 
keakuratan data dapat dipertanggung jawabkan. 
 
3. Jenis dan Sumber Data 
Penggolongan jenis data dalam penulisan Tugas Akhir ini: 
a. Data Kualitatif adalah data yang penyajiannya dalam bentuk kata, 
kalimat, dan gambar sehingga mudah dipahami. 
b. Data Kuantitatif adalah data yang penyajiannya dalam bentuk angka 
biasanya digunakan untuk menghitung prosentase dan 
membandingkan data. 
c. Data Statistik adalah data yang penyajiannya dalam bentuk tabel dan 
diagram. 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
a. Data Primer adalah data yang dikumpulkan dari obyek yang diteliti 
secara langsung. 
b. Data Sekunder adalah data yang dikumpulkan dari buku-buku, artikel, 
Peraturan dan Undang-Undang yang berlaku dan sebagainya yang 
sesuai dengan materi penulisan. 
c. Informasi yang relevan dari pihak yang dapat dipercaya 
kebenarannya. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
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a. Observasi/ Pengamatan Lapangan 
Penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dari 
lapangan yang ada relevansinya dengan masalah yang ada dalam 
Tugas Akhir, dalam hal ini mengenai kenaikan tarif cukai hasil 
tembakau. 
b. Wawancara 
Menggali informasi dan data melalui wawancara dan diskusi dengan 
pegawai dan pengusaha cukai tembakau. 
c. Dokumentasi 
Mengumpulkan data-data di lapangan yang dilakukan dengan 
mencatat, merekam dan merangkum data tertulis yang ada di lokasi 
penelitian. 
5. Teknik Pembahasan 
Teknik pembahasan yang digunakan adalah teknik pembahasan deskriptif 
yaitu membuat gambaran atau deskripsi secara sistematis, faktual dan 
akurat mengenai suatu objek yang diteliti dengan menggunakan data atau 








ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
 
A. Landasan Teori 
1. Pengertian Pabean dan Cukai 
Cukai merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang 
digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, selain dari 
sektor pajak dan laba BUMN. Kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi 
cukai telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan 
cukai. Jumlah penerimaan dari sektor cukai dari tahun ke tahun selalu di 
prediksi mengalami kenaikan. 
Sebelum memasuki pembahasan tentang upaya pemerintah 
menaikkan tarif cukai hasil tembakau untuk meningkatkan penerimaan 
cukai, penulis akan terlebih dahulu menjelaskan tentang hal-hal yang 
berkaitan dengan Bea dan Cukai. Kepabeanan menurut Undang-Undang 
No. 17 tahun 2007 adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan 
pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean 
serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Cukai berdasarkan Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 2007 adalah pungutan negara yang dikenakan 
terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik 
yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Maksud dari barang-barang 
tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik adalah barang yang: 
 




b. Peredarannya perlu diawasi. 
c. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat 
atau lingkungan hidup. 
d. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan 
keseimbangan. 
2. Dasar Hukum 
Undang-undang yang mengatur cukai adalah Undang-Undang No. 39 
Tahun 2007. Undang–Undang ini merupakan perubahan  dari Undang-
Undang No. 11 Tahun 1995. 
3. Subjek dan Objek Cukai 
a. Subjek cukai adalah orang pribadi atau badan hukum yang melakukan 
kegiatan pabrikan sebagai pengusaha pajak dan memasukkan maupun 
mengeluarkan barang kena cukai ke dalam daerah pabean. 
b. Objek cukai adalah barang yang dipungut cukai 
1) Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang 
digunakan dan proses pembuatannya. 
2) Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, 
dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses 
pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol. 
3) Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, 
tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan 
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tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau 
bahan pembantu dalam pembuatannya. 
4. Tujuan Pengenaan Cukai 
a. Mengurangi konsumsi barang-barang kena cukai misalnya rokok dan 
minuman alkohol. 
b. Mengurangi terjadinya tindak kejahatan terhadap barang – barang kena 
cukai seperti pemalsuan dan penyelundupan. 
c. Mengurangi peredaran barang kena cukai karena dianggap 
membahayakan kesehatan dan lingkungan. 
d. Sebagai penerimaan negara. 
5. Barang Kena Cukai 
Barang-barang yang mempunyai sifat dan karakteristik yang tersebut 
dalam Undang-Undang no. 39 Tahun 2007 dinamakan Barang Kena Cukai 
sehingga harus dipungut cukai. Yang termasuk dalam barang kena cukai: 
a. Etil alkohol atau etanol adalah barang cair, jernih, dan tidak berwarna, 
merupakan senyawa organic dengan rumus kimia C2H5OH, yang 
diperoleh baik secara peragian dan atau penyulingan maupun secara 
sintesa kimiawi. 
b. Minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA) adalah semua 
barang cair yang lazim disebut minuman yang mengandung etil 
alkohol yang dihasilkan dengan cara peragian, penyulingan, atau cara 
lainnya, antara lain bir, shandy, anggur, gin, whisky, dan yang sejenis. 
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Konsentrat yang mengandung etil alkohol adalah bahan yang 
mengandung etil alkohol yang digunakan sebagai bahan baku atau 
bahan penolong dalam pembuatan minuman yang mengandung etil 
alkohol. 
c. Hasil tembakau 
1) Sigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan 
yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, 
tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang 
digunakan dalam pembuatannya. Sigaret terdiri dari Sigaret Kretek 
Mesin (SKM) adalah sigaret yang pembuatannya dicampur dengan 
cengkih atau bagiannya baik asli atau tiruan tanpa memperhatikan 
jumlahnya dan dalam pembuatanya mulai dari proses pelintingan 
sampai pelekatan pita cukai menggunakan mesin. Sigaret Putih 
Mesin (SPM) adalah sigaret yang pembuatannya tanpa dicampuri 
dengan cengkih dan kemenyan yang pembuatannya menggunakan 
mesin. Sigaret Kretek Tangan (SKT) adalah sigaret yang 
pembuatannya tanpa menggunakan mesin. Sigaret Kretek Tangan 
Filter (SKTF) adalah sigaret yang pembuatannya dicampur dengan 
cengkih atau bagiannya dan proses pembuatannya tanpa 
menggunakan mesin. Sigaret Putih Tangan (SPT) adalah sigaret 
yang pembuatannya tanpa dicampur dengan cengkih dan 
kemenyan dan dalam prosesnya tanpa menggunakan mesin. Sigaret 
Putih Tangan Filter (SPTF) adalah sigaret yang pembuatannya 
tanpa dicampur dengan cengkih dan kemenyan dan dalam 
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prosesnya tanpa menggunakan mesin. Sigaret Kelembak Menyan 
(KLM) adalah sigaret yang pembuatannya dicampur dengan 
kelembak dan/atau kemenyan asli maupun tiruan tanpa 
memperhatikan jumlahnya. 
2) Cerutu adalah hasil tembakau yang dibuat dari lembaran-lembaran 
daun tembakau diiris atau tidak, dengan cara digulung demikian 
rupa dengan daun tembakau, untuk dipakai, tanpa mengindahkan 
bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam 
pembuatannya. 
3) Rokok daun adalah hasil tembakau yang dibuat dengan daun nipah, 
daun jagung (klobot), atau sejenisnya, dengan cara dilinting, untuk 
dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan 
pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. 
4) Tembakau iris (TIS) adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun 
tembakau yang dirajang, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan 
pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam 
pembuatannya. 
5) Hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL) adalah hasil tembakau 
yang dibuat dari daun tembakau selain yang disebut dalam ciri 
yang tersebut yang dibuat secara lain sesuai dengan perkembangan 
teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan 





6. Tarif Cukai Hasil Tembakau dan Batasan Harga Jual Eceran 
Tarif cukai hasil tembakau yang tercantum dalam Peraturan Menteri 
Keuangan (PMK) nomor 203/PMK.011/2008 yang berlaku mulai tanggal 
1 Februari 2009 untuk masing-masing pengusaha pabrik hasil tembakau 
atau importir ditetapkan oleh Kepala Kantor. Penetapan tarif cukai hasil 
tembakau dinyatakan tidak berlaku apabila selama lebih dari 6 (enam) 
bulan berturut-turut pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir yang 
bersangkutan tidak pernah merealisasikan pemesanan pita cukainya 
dengan menggunakan dokumen pemesanan pita cukai  atau tidak pernah 
merealisasikan ekspor hasil tembakaunya dengan menggunakan dokumen 
pemberitahuan pengeluaran barang kena cukai yang belum dilunasi 
cukainya dari pabrik hasil tembakau untuk tujuan ekspor. Penggunaan 
kembali penetapan tarif cukai hasil tembakau yang dinyatakan tidak 
berlaku, pengusaha pabrik atau importir harus kembali mengajukan 
permohonan penetapan tarif cukai sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
yaitu tarif cukai tidak boleh lebih rendah dari yang pernah berlaku dan 
harga jual eceran yang diberitahukan sekurang-kurangnya sama dengan 
harga jual eceran yang pernah berlaku. 
Harga Jual Eceran adalah harga penyerahan kepada konsumen akhir 
yang didalamnya sudah termasuk Cukai dan Pajak Pertambahan Nilai. 
Penetapan batasan harga jual eceran per batang atau gram dan tarif cukai 
per batang atau gram setiap jenis hasil tembakau dari masing-masing 
golongan pengusaha pabrik hasil tembakau adalah sebagaimana ditetapkan 
dalam lampiran II sesuai pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan. Untuk 
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dapat digolongkan dalam penetapan tarif cukai per batang atau gram untuk 
setiap jenis tembakau ditentukan berdasarkan jenis, jumlah produksi, harga 
jual eceran yang tercantum dalam penetapan tarif cukai yang masih 
berlaku, harga jual eceran yang diberitahukan oleh pengusaha pabrik hasil 
tembakau untuk hasil tembakau merek baru dan harga jual eceran yang 
mengalami kenaikan. Batasan harga jual per batang atau per gram adalah 
rentang harga jual eceran per batang atau gram atas masing-masing jenis 
hasil tembakau produksi golongan pengusaha pabrik hasil tembakau dan 
importir yang ditetapkan Menteri Keuangan.  
Berikut ini disajikan tarif cukai dan batasan harga jual eceran 
minimum dalam tahun anggaran berjalan untuk masing-masing jenis hasil 
tembakau yang di impor dan jenis hasil tembakau buatan dalam negeri, 
serta golongan pengusaha pabrik hasil tembakau sesuai Peraturan Menteri 
Keuangan (PMK) nomor 203/PMK.011/2008 yang berlaku untuk tahun 
2009 yang merupakan perubahan dari PMK nomor 134/PMK.04/2007 
yang berlaku untuk tahun 2008 dan PMK yang berlaku tahun 2007 yaitu 
PMK nomor 118/PMK.04/2006 adalah perubahan dari PMK nomor 
17/PMK.04/2006. Tabel–tabel di bawah ini merupakan lampiran yang 







Tarif Cukai dan Harga Jual Eceran Minimum 





Batasan HJE Terendah 
per batang/gram 
Tarif Cukai per 
batang/gram 
1 SKM Rp. 661 Rp. 290 
2 SPM Rp. 601 Rp. 290 
3 SKT atau SPT Rp. 591 Rp. 200 
4 SKTF atau SPTF Rp. 661 Rp. 290 
5 TIS Rp. 251 Rp. 21 
6 KLB Rp. 251 Rp. 25 
7 KLM Rp. 180 Rp. 17 
8 CRT Rp. 100.000 Rp. 100.000 
9 HPTL Rp. 275 Rp. 100 
 Sumber : PMK  No.203/PMK.011/2008 
 Dari tabel II.1 dapat dilihat bahwa tarif cukai batasan HJE yang 
diimpor untuk hasil tembakau jenis cerutu nilainya jauh lebih tinggi 
dibanding produk hasil tembakau yang lain.  
Tabel II.2 
Batasan Harga Jual Eceran dan Tarif Cukai per batang atau gram 














1 SKM I Lebih dari Rp. 600 Rp. 290 
Lebih dari RP. 630 sampai dengan 
Rp. 660 Rp. 280 
 
Paling rendah Rp. 600 sampai 
dengan Rp. 630 Rp. 260 
II Lebih dari Rp. 430 Rp. 210 
Lebih dari RP. 380 sampai dengan 
Rp. 430 Rp. 175 
   
Paling rendah Rp. 374 sampai 
dengan Rp. 380 Rp. 135 
2 SPM I Lebih dari Rp. 600 Rp. 290 
Lebih dari RP. 450 sampai dengan 
Rp. 600 Rp. 230 
 
Paling rendah Rp. 375 sampai 
dengan Rp. 450 Rp. 185 
II Lebih dari Rp. 300 Rp. 170 
Lebih RP. 254 sampai dgn Rp. 300 Rp. 135 
   Paling rendah Rp. 217 sampai  
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SPT I Lebih dari Rp. 590 Rp. 200 
Lebih dari RP. 550 sampai dengan 
Rp. 590 Rp. 150 
 
Paling rendah Rp. 520 sampai 
dengan Rp. 550 Rp. 130 
II Lebih dari Rp. 379 Rp. 90 
Lebih dari RP. 349 sampai dengan 
Rp. 379 Rp. 80 
 
Paling rendah Rp. 336 sampai 
dengan Rp. 349 Rp. 75 
  III Paling rendah Rp. 254 Rp. 40 
4 
SKTF atau 
SPTF I Lebih dari Rp. 660 Rp. 290 
Lebih dari RP. 630 sampai dengan 
Rp. 660 Rp. 280 
 
Paling rendah Rp. 600 sampai 
dengan Rp. 630 Rp. 260 
II Lebih dari Rp. 430 Rp. 210 
Lebih dari RP. 380 sampai dengan 
Rp. 430 Rp. 175 
   
Paling rendah Rp. 374 sampai 
dengan Rp. 380 Rp. 135 
5 TIS 
Tanpa 
golongan Lebih dari Rp. 250 Rp. 21 
Lebih dari RP. 149 sampai dengan 
Rp. 250 Rp. 19 
  
Paling rendah Rp. 40 sampai dengan 
Rp. 149 Rp. 5 
6 KLB 
Tanpa 
golongan Lebih dari Rp. 250 Rp. 25 
  
Paling rendah RP. 149 sampai 
dengan Rp. 250 Rp. 18 
7 KLM 
Tanpa 
golongan Paling rendah Rp. 180 Rp. 17 
8 CRT 
Tanpa 
golongan Ebih dari Rp. 100,000 
Rp. 
100,000 
Lebih dari Rp. 50,000 sampai 
dengan Rp. 100,000 
Rp. 
20,000 
Lebih dari Rp. 20,000 sampai 
dengan Rp. 50,000 
Rp. 
10,000 
Lebih dari Rp. 5,000 sampai dengan 
Rp. 20,000 Rp. 1,200 
 
Paling rendah Rp. 275 samapi 
dengan Rp. 5,000 Rp. 250 
9 HPTL 
Tanpa 
golongan Paling rendah Rp. 275 
Rp. 
100,000 
 Sumber : PMK  No.203/PMK.011/2008 
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 Tabel II.2 menunjukkan bahwa tarif cukai per batang atau gram 
hasil tembakau buatan dalam negeri antara SKM golongan I, SPM 
golongna I, SKPF atau SKTF golongan I adalah sama. Hasil tembakau 
dengan jenis TIS, KLB, KLM, CRT dan HPTL merupakan hasil tembakau 
tanpa golongan. Jumlah Tarif Jenis CRT dan HPTL mencapai Rp. 
100.000. 
Tabel II.3 
Golongan Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau 
No. 
Urut Jenis Golongan Batasan Jumlah Produksi Pabrik 
1 SKM I Lebih dari 2 milyar batang 
  II Tidak lebih dari 2 milyar batang 
2 SPM I Lebih dari dua milyar batang 
  II Tidak lebih dari 2 milyar batang 
3 SKT atau SPT I Lebih dari 2 milyar batang 
  II  
lebih dari 500 juta batang tetapi 
tidak lebih dari 2 milyar batang 
  III tidak lebih dari 500 juta batang 
4 SKTF atau SPTF I Lebih dari 2 milyar batang 
  II Tidak lebih dari 2 milyar batang 
5 TIS Tanpa Golongan Tanpa batasan jumlah produksi 
6 KLM atau KLB Tanpa Golongan Tanpa batasan jumlah produksi 
7 CRT Tanpa Golongan Tanpa batasan jumlah produksi 
8 HPTL Tanpa Golongan Tanpa batasan jumlah produksi 
Sumber : PMK  No.203/PMK.011/2008 
 Berdasarkan tabel II.3 dapat disimpulkan bahwa pembagian 
golongan pengusaha pabrik hasil tembakau yaitu SKM, SPM, SKTF atau 
KLB  meliputi golongan I dan golongan II sedangkan SKT atau SPT 
terdapat tiga golongan. Jenis TIS, KLM atau KLB, CRT dan HPTL 
merupakan pengusaha tanpa golongan dan tanpa batasan jumlah produksi. 
Keterangan : 
SKM : Sigaret Kretek Mesin 
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SPM : Sigaret Putih Mesin 
SKT : Sigaret Kretek Tangan 
SPT  : Sigaret  Putih Tangan 
SKTF : Sigaret Kretek Tangan Filter 
SPTF : Sigaret Putih Tangan Filter 
TIS  : Tembakau Iris 
KLM : Sigaret Kelembak Menyan 
CRT : Cerutu 
KLB : Rokok Daun / Klobot 
HPTL : Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya 
 
7. Penghitungan Cukai dan PPN Cukai 
a. Penghitungan cukai hasil tembakau 
Perhitungan cukai dilakukan pada saat pemesanan pita cukai 
menggunakan dokumen CK-1. Cukai dihitung berdasarkan jumlah 
lembar pita cukai dikalikan jenis seri pita cukai yang dipesan oleh 
pengusaha dikalikan jumlah batang rokok setiap bungkus dikalikan 
tarif cukai untuk masing-masing jenis hasil tembakau. 
Rumus Penghitungan Cukai: 
Jumlah lembar pita X seri pita X Jumlah batang X tarif cukai 
contoh perhitungan cukai pada PR. Pilar Puspa Sejahtera yang 
mengajukan pemesanan pita cukai. Seri pita cukai adalah seri I, isi tiap 
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kemasan 10 batang, Harga Jual Eceran Rp. 3.550,00 sebanyak 160 
lembar dengan tarif Rp. 210,00. Jumlah cukai yang seharusnya di 
bayar adalah: 
160 lembar X 120 X 10 batang X Rp. 210,00 = Rp. 40.320.000,00 
b. Pajak Pertambahan Nilai Cukai Hasil Tembakau 
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang 
dikenakan terhadap pertambahan nilai (value added) yang timbul 
akibat dipakainya faktor-faktor produksi di setiap jalur 
perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan 
memperdagangkan barang atau pembelian pelayanan jasa kepada 
para konsumen yang dipungut berdasarkan Undang-Undang No.8 
Tahun 1983 (Muhammad Rusjdi, 2007:01-3). 
Atas penyerahan hasil tembakau yang dibuat di dalam 
negeri oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau hasil tembakau 
yang dibuat di luar negeri oleh importir hasil tembakau, 
dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (KMK 62/02, KEP 103/02). 
Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan atas penyerahan hasil 
tembakau dihitung dengan menetapkan tarif efektif dikalikan 
dengan harga jual eceran. Besarnya tarif efektif yang diterapkan 
untuk menghitung dan memungut Pajak Pertambahan Nilai yang 
dikenakan atas penyerahan hasil tembakau adalah sebesar 8,4 %.  
Pabrik atau pengusaha golongan besar ataupun pengusaha golongan 
kecil yang melebihi target akan dikenakan PPN jika omset penjualanya 
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Rp. 600 juta per tahun dari peredaran bruto dan telah dikukuhkan 
sebagai Pengusaha Kena Pajak. 
Rumus Penghitungan PPN Cukai hasil Tembakau: 
{(Jumlah lembar pita X keping pita X HJE) - Rp.600 juta}X Tarif PPN  
Contoh seri pita cukai: 
Seri I : SKT / SKM 120 keping 
Seri II : SKT / SKM 150 keping 
Seri II : TIS  56  keping 
Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dipungut dan disetor oleh 
Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir hasil tembakau 
termasuk pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai 
Pengusaha Kena Pajak, bersamaan pada saat pembayaran Cukai atas 
pemesanan pita cukai dengan cara penyetoran tunai kepada Bank 
Persepsi dengan Surat Setoran Pajak. 
8. Perizinan Pengusaha dan Pabrik Hasil Tembakau 
Menjalankan usaha di bidang cukai sangat memerlukan pengawasan 
dari pemerintah untuk menghindari segala bentuk pelanggaran, sehingga 
pemerintah harus mengelurkan izin sebelum pengusaha dan pabrik hasil 
tembakau menjalankan kegiatannya. Pengusaha pabrik hasil tembakau 
yang selanjutnya disebut pengusaha pabrik adalah orang yang 
mengusahakan pabrik barang kena cukai berupa hasil tembakau. Pabrik 
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hasil tembakau yang selanjutnya disebut pabrik adalah tempat tertentu 
termasuk bangunan, halaman dan lapangan yang merupakan bagian 
daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan dan/atau untuk 
mengemas barang kena cukai berupa hasil tembakau dalam kemasan untuk 
penjualan eceran. Tempat usaha importir hasil tembakau yang selanjutnya 
disebut tempat usaha importir adalah tempat, bangunan, halaman, dan/atau 
lapangan yang dipergunakan untuk kegiatan usaha dan/atau untuk 
menimbun barang kena cukai berupa hasil tembakau asal impor yang 
sudah dilunasi cukainya. Importir hasil tembakau yang selanjutnya disebut 
importir adalah orang yang memasukkan barang kena cukai berupa hasil 
tembakau ke dalam daerah pabean. 
Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) bagi 
pengusaha pabrik dan importir hasil tembakau adalah izin untuk 
menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik dan importir hasil 
tembakau. Setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai 
pengusaha pabrik atau importir, wajib memiliki NPPBKC. Dikecualikan 
dari kewajiban tersebut diberikan kepada: 
a. Orang yang membuat tembakau iris yang dibuat tembakau hasil 
tanaman di Indonesia yang tidak dikemas untuk penjualan eceran 
dengan bahan pengemas tradisional yang lazim digunakan, apabila: 
1) Dalam pembuatanya tidak dicampur atau ditambah dengan 
tembakau yang berasal dari luar negeri atau bahan lain yang lazim 
dipergunakan dalam pembuatan hasil tembakau. 
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2) Pada pengemas atau tembakau irisnya tidak dibubuhi atau dilekati 
atau dicantumkan cap, merek dagang, etiket atau yang sejenis 
dengan itu. 
b. Orang yang mengimpor barang kena cukai berupa hasil tembakau yang 
mendapatkan fasilitas pembebasan cukai sebagaimana pasal 9 ayat 1 
huruf b, c, d, e dan f UU cukai 
Proses pemberian NPPBKC pada pengusaha dan pabrik hasil tembakau 
melalui beberapa tahap yaitu : 
a. Tahap I 
1) Pengusaha pabrik atau importir mengajukan permohonan secara 
tertulis kepada kepala kantor yang mengawasi untuk dilakukan 
pemeriksaan lokasi, bangunan dan tempat usaha, paling sedikit 
harus dilampiri dengan: 
a) Salinan/fotocopy izin usaha industri atau tanda daftar industri. 
b) Gambar denah lokasi, bangunan atau tempat usaha. 
c) Salinan/fotocopi Izin Mendirikan Bangunann (IMB). 
d) Salinan/fotocopi izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah 
setempat berdasarkan undang-undang mengenai gangguan 
(HO). 
Lokasi, Bangunan, atau tempat usaha harus memenuhi ketentuan 
sebagai berikut: 
1) Untuk pabrik 
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a) Tidak berhubungan langsung dengan bangunan, halaman, 
atau tempat-tempat lain yang bukan bagian dari pabrik yang 
dimintakan izin. 
b) Tidak berhubungan langsung dengan rumah tinggal. 
c) Berbatasan langsung dan dapat dimasukin dari jalan umum 
d) Memiliki luas bangunan paling sedikit 200 (dua ratus) 
meter persegi. 
2) Untuk tempat usaha importir yang berfungsi sebagai tempat 
penimbunan hasil tembakau: 
a). Tidak menggunakan tempat penimbunan hasil tembakau 
yang berhubungan langsung dengan bangunan, halaman, 
atau tempat-tempat lain yang bukan bagian tempat usaha 
importir yang dimintakan izin. 
b). Tidak berhubungan langsung dengan rumah tinggal. 
c). Berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum. 
2) Atas permohonan yang diajukan dilakukan wawancara terhadap 
pemohon dalam rangka memeriksa kebenaran: 
a) Data pemohon sebagai penanggung jawab. 
b) Data dalam lampiran pemohon. 
Atas hasil wawancara tersebut dibuatkan Berita Acara Wawancara 
oleh Pejabat Bea dan Cukai. 
3) Setelah dilakukan wawancara, Pejabat Bea dan Cukai melakukan 
pemerikasaan lokasi, bangunan , atau tempat usaha. Pejabat Bea 
dan Cukai membuat Berita Acara Pemeriksaan yang disertai 
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gambar denah lokasi, bangunan, atau tempat usaha dalam jangka 
waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat permohonan diterima. 
Berita Acara Pemeriksaan dan gambar denah harus memuat secara 
rinci: 
a) Persil, bangunan, ruangan, tempat dan pekarangan yang 
termasuk bagian dari pabrik atau tempat usaha importir. 
b) Batas-batas pabrik atau tempat usaha importir. 
c) Luas pabrik atau tempat usaha importir. 
Berita acara pemeriksaan ini digunakan sebagai persyaratan untuk 
memperoleh NPPBKC dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak 
tanggal Berita Acara Pemeriksaan. 
b. Tahap II 
1) Pengusaha pabrik atau importir harus mengajukan permohonan 
secara tertulis kepada Menteri Keuangan u.p. kepala kantor yang 
mengawasi. (PMCK-6) yang dilampiri dengan: 
a) Untuk Pengusaha Pabrik 
(1) Salinan/fotocopi IMB sebagai pabrik dari pemerintah 
daerah setempat. 
(2) Salinan/fotocopi izin yang diterbitkan oleh pemerintah 
daerah setempat berdasarkan undang-undang mengenai 
bangunan. 
(3) Salinan/fotocopi izin usaha industri atau tanda daftar 




(4) Salinan/fotocopi izin usaha perdagangan dari instansi yang 
tugas dan tanggung jawabnya dibidang perdagangan. 
(5) Salinan/fotocopi izin atau rekomendasi dari instansi yang 
tugas dan tanggung jawabnya dibidang tenaga kerja. 
(6) Salinan/fotocopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 
(7) Salinan/fotocopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian 
(SKCK) apabila pemohon merupakan orang pribadi. 
(8) Salinan/fotocopi kartu tanda pengenal diri, apabila 
pemohon merupakan orang pribadi. 
(9) Salinan/fotocopi akta pendirian usaha, apabila pemohon 
merupakan badan hukum. 
Dalam hal pengusaha pabrik bukan pemilik bangunan, selain 
harus memiliki IMB juga harus disertai dengan surat perjanjian 
sewa-menyewa yang disahkan notaris untuk jangka waktu 
paling singkat 5 (lima) tahun. 
b) Untuk Importir 
(1) Salinan/fotocopi izin sebagai importir dari instansi yang 
tugas dan tanggung jawabnya dibidang perindustrian dan 
/atau perdagangan. 
(2) Salinan/fotocopy NPWP 
(3) Salinan/fotocopi akta pendirian usaha. 
(4) Salinan/fotocopi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK). 
(5) Salinan/fotocopi surat penunjukan sebagai agen penjualan 
dari produsen hasil tembakau yang diimpor. 
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Seluruh salinan/fotocopi harus disahkan oleh pejabat yang 
berwenang. Permohonan tersebut diatas untuk Pengusaha 
Pabrik dan Importir harus dilampiri juga dengan: 
(1) Berita Acara Pemeriksaan Lokasi. 
(2) Surat Pernyataan bermaterai cukup bahwa pemohon tidak 
keberatan untuk dibekukan atau dicabut NPPBKC yang 
telah diberikan dalam hal nama pabrik atau importir yang 
bersangkutan memiliki kesamaan nama, baik tulisan 
maupun pengucapan dengan nama pabrik atau importir lain 
yang telah mendapatkan NPPBKC. 
2) Kepala kantor atas nama Menteri Keuangan mengabulkan atau 
menolak permohonan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak 
permohonan diterima secara lengkap. 
3) Dalam hal permohonan dikabulkan kepala kantor atas nama Menteri 
Keuangan menerbitkan keputusan pemberian NPPBKC, dan dalam 
hal permohonan ditolak kepala kantor  atas nama Menteri Keuangan 
memberikan surat penolakan dengan menyebutkan alasan 
penolakan. 
4) Dalam hal nama pabrik atau importir yang diajukan memiliki 
kesamaan nama, baik tulisan maupun pengucapannya dengan nama 
pabrik atau importir yang telah mendapatkan NPPBKC maka 
permohonan ditolak. 
5) NPPBKC untuk pengusaha pabrik atau importir hasil tembakau 
berlaku selama masih menjalankan usaha. 
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6) Pengusaah pabrik atau importir yang mendapatkan NPPBKC harus: 
a) Memasang papan nama yang memuat paling sedikit nama 
perusahaan, alamat dan NPPBKC dengan ukuran lebar paling 
kecil 60 cm dan panjang paling kecil 120 cm. 
b) Dalam rangka penyusunan database harus mengisi formulir 
isian registrasi cukai. 
9. Pita Cukai Hasil Tembakau 
Penyediaan Pita Cukai 
a. Pita cukai hasil tembakau disediakan oleh : 
1) Kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
a) Dengan total produksi semua jenis tembakau dalam 1 (satu) 
tahun takwim sebelumnya lebih dari 100.000.000 (seratus juta) 
batang dan/atau gram; 
b) Pita cukai hasil tembakau untuk importir hasil tembakau; 
c) Atas permohonan pengusaha yang bersangkutan meskipun total 
produksi semua jenis hasil tembakau dalam 1 (satu) tahun 
takwim sebelumnya sampai dengan 100.000.000 (seratus juta) 
batang dan/atau gram. 
2) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, total produksi 
semua jenis hasil tembakau dalam 1 (satu) tahun takwim 
sebelumnya sampai dengan 100.000.000 (seratus juta) batang/atau 
gram kecuali atas permohonan pengusaha. 
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b. Pita cukai disediakan berdasarkan Permohonan Penyediaan Pita Cukai 
(P3C) yang diajukan oleh pengusaha dalam hal: 
1) Telah memiliki NPPBKC dan tidak dalam keadaan dibekukan. 
2) Tidak memiliki utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, 
kekurangan cukai, dan/atau sanksi administrasi berupa denda yang 
belum dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo. 
3) Telah melunasi biaya pengganti penyediaan pita cukai dalam 
waktu yang ditetapkan. 
Jenis-jenis P3C 
a. P3C Pengajuan Awal 
1) Pengusaha dapat mengajukan permohonan penyediaan pita cukai 
mulai tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 10 (sepuluh) untuk 
kebutuhan satu bulan berikutnya. 
2) Dikecualikan dari batas waktu P3C pengajuan awal dapat diberikan 
dalam hal : 
a) Pengusaha baru mendapatkan NPPBKC. 
b) Pengusaha mengalami kenaikan golongan. 
c) Pengusaha yang NPPBKC-nya diaktifkan kembali setelah 
pembekuannya dicabut. 
d) Untuk kebutuhan pita cukai bulan Januari. 
e) Terdapat kebijakan di bidang tarif cukai atau Harga Jual Eceran 
(HJE). 
3) P3C pengajuan awal hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 
(satu) periode persediaan untuk setiap jenis pita cukai. 
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4) Jumlah pita cukai yang diajukan pengusaha paling banyak 100% dari 
rata-rata perbulan jumlah pita cukai yang dipesan dengan CK-1 
dalam kurun waktu tiga bulan terakhir sebelum P3C pengajuan awal, 
dengan memperhatikan batasan produksi golongan pengusaha 
pabrik. 
5) Dalam hal data rata-rata perbulan jumlah yang dipesan dengan CK-1 
dalam kurun waktu tiga bulan terakhir sebelum P3C pengajuan awal 
untuk jenis pita cukai yang diajukan tidak tersedia, jumlah pita cukai 
yang dapat diajukan sesuai kebutuhan per bulan dengan 
memperhatikan batasan produksi golongan pengusaha pabrik. 
b. P3C Pengajuan Tambahan 
1) Pengusaha dapat mengajukan P3C pengajuan tambahan kepada 
Kepala Kantor dalam hal pita cukai yang telah disediakan 
berdasarkan P3C pengajuan awal tidak mencukupi. 
2) P3C pengajuan tambahan hanya dapat diajukan paling lambat 
tanggal 20 (dua puluh) pada bulan pengajuan CK-1. 
3) Jenis pita cukai yang diajukan pada P3C pengajuan tambahan harus 
sama dengan jenis pita cukai yang sudah diajukan pada P3C 
pengajuan awal untuk periode yang sama. 
4) P3C pengajuan tambahan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 
1 (satu) periode persediaan untuk setiap jenis pita cukai. 
5) Jumlah pita cukai yang diajukan oleh pengusaha P3C pengajuan 
tambahan paling banyak 50% untuk setiap jenis pita cukai dari P3C 
pengajuan awal yang telah diajukan dalam periode yang sama 
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dengan memperhatikan batasan produksi golongan pengusaha 
pabrik. 
c. P3C Pengajuan Tambahan Izin Direktur Jenderal 
1) Pengusaha dapat mengajukan P3C pengajuan tambahan izin 
Direktur Jenderal dengan surat yang menyebutkan alasan pengajuan 
melalui kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai dalam hal 
jumlah pita cukai berdasarkan P3C pengajuan awal dan P3C 
pengajuan tambahan tidak mencukupi. 
2) P3C pengajuan tambahan izin Direktur Jenderal dapat diajukan 
setelah P3C pengajuan tambahan dan paling lambat sampai dengan 
tanggal 25 (dua puluh lima) pada bulan pengajuan CK-1. 
3) Jenis pita cukai yang diajukan pada P3C pengajuan tambahan izin 
Direktur Jenderal, sama dengan jenis pita cukai yang sudah 
diajukan P3C pengajuan awal dan P3C pengajuan tambahan untuk 
periode yang sama. 
4) Pengajuan P3C tambahan izin Direktur Jenderal hanya dapat 
dilakukan satu kali dalam satu periode persediaan untuk setiap jenis 
pita cukai. 
5) Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai 
melakukan penelitian atas P3C pengajuaan tambahan izin Direktur 




a) Eksistensi perusahaan terkait persyaratan perizinan yang 
meliputi: denah pabrik hasil tembakau dan alamat lokasi pabrik 
hasil tembakau. 
b) Kapasitas produksi, jumlah alat produksi dan jumlah karyawan. 
c) Pembekuan/pencatatan serta pelaporan produksi hasil 
tembakau sesuai ketentuan. 
Atas pemeriksaan tersebut Kepala Kantor Pengawasan dan 
Pelayanan Bea dan Cukai membuat laporan hasil pemeriksaan. 
6) Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai membuat 
surat rekomendasi yang sekurang-kurangnya berisi: 
a) Hasil penelitian 
b) Sisa persediaan pita cukai yang belum direalisasikan dengan 
CK-1, dalam hal persediaan cukainya di kantor Pengawasan dan 
Pelayanan Bea dan Cukai 
c) Data rata-rata CK-1 per bulan dalam kurun waktu enam bulan 
terakhir untuk setiap jenis pita cukai 
d) Pendapat Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan 
Cukai 
7) P3C pengajuan tambahan izin Direktorat Jenderal dengan surat 
yang menyebutkan alasan pengajuan, segera disampaikan ke kantor 
DJBC dengan dilampiri: 
a) Surat rekomendasi Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan 
Bea dan Cukai 
b) Laporan hasil pemeriksaan 
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8) Atas P3C pengajuan tambahan  izin Direktur Jenderal, Direktur 
Jenderal Dapat: 
a) Mengabulkan seluruhnya atau sebagian 
b) Menolak 
 
B. Pembahasan Masalah 
1. Kontribusi penerimaan cukai hasil tembakau terhadap total 
penerimaan cukai di KPPBC Tipe Madya Pabean Surakarta 
Cukai merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang 
memiliki peran penting. Penerimaan terbesar cukai diperoleh dari cukai 
hasil tembakau yang hampir mendominasi di setiap tahun khususnya di 
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean 
Surakarta. Pelayanan yang telah menggunakan Sistem Aplikasi Cukai 
(SAC) Sentralisasi memberikan kemudahan bagi pengusaha cukai hasil 
tembakau dalam kegiatan usahanya. Prestasi kinerja yang sangat baik dari 
pegawai Bea dan Cukai terutama dalam pelayanan dan juga usaha 
mencegah pelanggaran masalah rokok illegal baik itu rokok dengan pita 
cukai palsu maupun rokok yang bermasalah dalam hal dokumen dan 
pelanggaran lainnya memberikan nilai positif pada penerimaan cukai. 
Pengusaha atau pabrik yang masih menjalankan usaha dan terdaftar 
di KPPBC Tipe Madya Pabean Surakarta berjumlah 44 Wajib Pajak untuk 
tahun 2009, jumlah ini cenderung menurun dari total pengusaha pada 
tahun 2006 yang mencapai 100 pengusaha. Dari total 44 pengusaha pabrik 
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tembakau digolongkan menjadi tiga golongan yaitu golongan I (besar), 
golongan II (menengah) dan golongan III (kecil). Meskipun produsen 
golongan besar hanya terdapat beberapa produsen rokok tetapi kontribusi 
pada penerimaan cukai hasil tembakau sangat tinggi sedangkan 
penerimaan cukai dari golongan menengah dan golongan kecil masih 
belum begitu berpengaruh. Daya beli masyarakat yang cukup tinggi pada 
rokok mendorong pemerintah untuk melakukan optimalisasi penerimaan 
cukai baik dengan cara intensifikasi, ekstensifikasi dan kenaikan tarif 
cukai hasil tembakau. Sumber dari data penerimaan cukai di bagian 
perbendaharaan KPPBC Tipe Madya Pabean Surakarta menyatakan bahwa 
perolehan cukai hampir selalu melebihi target dari pemerintah meskipun 
pemerintah menaikkan target dengan melakukan revisi penerimaan pada 
pertengahan tahun anggaran. Penetapan target didasarkan pada kondisi 
wilayah masing-masing, mengingat Jawa Tengah khususnya wilayah 
Surakarta dan sekitarnya merupakan lahan yang sangat kondusif untuk 
menanam dan memproduksi hasil tembakau.  
Untuk mengetahui kontribusi penerimaan cukai hasil tembakau 
terhadap total penerimaan cukai di wilayah Surakarta, penulis akan 
menyajikan realisasi baik perolehan dalam setiap tahun maupun setiap 
bulan. Untuk lebih jelasnya berikut disajikan Tabel Realisasi Penerimaan 
Cukai Hasil Tembakau di KPPBC Tipe Madya Pabean Surakarta untuk 





Realisasi total Penerimaan Cukai Hasil Tembakau terhadap  
Realisasi Total Penerimaan Cukai 










2006 280.808.521.522 298.835.552.652 93,97 % 
2007 385.898.245.993 448.753.094.045 85,99 % 
2008 457.576.405.196 518.272.433.178 88,29 % 
2009 560.241.174.655 619.712.769.430 90,40 % 
Sumber : KPPBC Tipe Madya Pabean Surakarta, data diolah 
Realisasi penerimaan cukai hasil tembakau dari tahun 2006 sampai 
dengan tahun 2009 mengalami peningkatan dengan kontribusi diatas 85 % 
dari total penerimaan cukai. Dilihat dari tabel, pada tahun 2006 
penerimaan cukai hasil tembakau dapat mencapai 93,97 %, pada tahun 
2007 mencapai 85,99 % dan tahun 2008 mencapai 88,29 %. Begitu pula 
tahun 2009 penerimaan cukai hasil tembakau meningkat menjadi 90,40 %. 
Kenaikan tarif cukai hasil tembakau ternyata tidak memberi pengaruh 
negatif pada penerimaan cukai tapi justru berdampak positif yaitu dengan 
adanya peningkatan penerimaan dari sektor cukai. 
Perhitungan kontribusi penerimaan cukai hasil tembakau adalah 
dengan menggunakan perhitungan ratio kontribusi. Dari tabel penerimaan 
bulanan untuk tahun anggaran 2006 – 2009 di KPPBC Tipe Madya Pabean 
Surakarta prosentase kontribusi penerimaannya dapat ditunjukkan secara 
terperinci yaitu dengan membandingkan penerimaan cukai hasil tembakau 
64 
 
terhadap total penerimaan cukai dikalikan 100%. Rumus ratio kontribusi 
yang digunakan untuk perhitungan data – data tersebut adalah berikut ini. 
Ratio Kontribusi = Realisasi Penerimaan Cukai Hasil Tembakau  X 100 % 
Jumlah Penerimaan Cukai 
 
Tabel II.5 
Kontribusi Penerimaan Cukai Hasil Tembakau 








Januari 16.365.930.510 17.622.878.510 92,87 % 
Pebruari 16.472.342.382 18.736.809.062 87,91 % 
Maret 29.154.123.358 31.802.737.958 91,67 % 
April 22.095.043.858 23.529.236.108 93,90 % 
Mei 32.325.412.440 33.644.240.440 96,08 % 
Juni 27.002.863.200 28.774.987.200 93,84 % 
Juli 21.232.904.954 22.815.108.954 93,06 % 
Agustus 23.756.291.750 25.082.327.750 94,71 % 
September 18.640.562.200 19.811.010.200 94,09 % 
Oktober 20.709.285.600 22.516.197.600 91,98 % 
November 24.519.122.550 24.545.460.150 81,85 % 
Desember 28.534.638.720 29.954.552.720 95, 26 % 
Total 280.808.521.522 298.835.552.652 93,97 % 
Sumber : KPPBC Tipe Madya Pabean Surakarta, data diolah 
Kontribusi penerimaan CHT tahun 2006 mencapai 93,97 %  yaitu 
Rp. 280.808.521.522 dari total penerimaan cukai sebesar Rp. 
298.835.552.652  dari semua sektor cukai. Penerimaan tertinggi bulan Mei 
yaitu sebesar Rp. 32.325.412.440 dan terkecil pada bulan Januari yaitu Rp. 
16.365.930.510. Penerimaan rata-rata tahun 2006 cukup tinggi diatas 90% 





Kontribusi Penerimaan Cukai Hasil Tembakau 








Januari 31.409.847.360 31.556.603.610 99,53 % 
Pebruari 36.055.440.000 37.161.401.200 97,02 % 
Maret 37.063.546.800 41.173.664.640 90,02 % 
April 41.240.165.012 45.343.868.858 90,95 % 
Mei 21.345.904.080 27.476.000.454 77,69 % 
Juni 19.312.678.896 23.963.500.000 80,59 % 
Juli 22.604.505.256 27.595.793.332 81,92 % 
Agustus 37.084.375.040 42.381.245.040 87,50 % 
September 22.534.439.272 32.769.342.248 68,77 % 
Oktober 33.087.962.877 40.131.375.463 82,45 % 
November 41.591.209.000 48.322.211.600 86,07 % 
Desember 42.568.172.400 50.878.087.600 83,67 % 
Total 385.898.245.993 448.753.094.045 85,99 % 
Sumber : KPPBC Tipe Madya Pabean Surakarta, data diolah 
Penerimaan cukai hasil tembakau pada bulan Januari merupakan 
awal yang sangat baik dengan prosentase tertinggi yaitu 99,53 % yaitu Rp. 
31.409.847.360 dari total penerimaan Rp. 31.556.603.610. Meskipun 
prosentase terlihat menurun pada tahun 2007 tapi nominal yang diperoleh  
cukup tinggi seperti pada bulan Desember dimana perolehan CHT 
mencapai Rp. 42.568.172.400. Penerimaan total cukai hasil tembakau 
untuk tahun 2007 mencapai Rp. 385.898.245.993 yang menyumbang 
sekitar 85,99 % dari total penerimaan cukai. Angka ini meningkat 72,77 % 
dari perolehan tahun 2006 yaitu dengan membandingkan penerimaan 
Cukai Hasil Tembakau tahun anggaran 2006 dengan tahun anggaran 2007 





Kontribusi Penerimaan Cukai Hasil Tembakau 








Januari 36.458.427.000 45.671.067.000 79,83 % 
Pebruari 38.858.981.246 46.033.710.968 84,41 % 
Maret 42.680.305.500 47.911.628.900 89,08 % 
April 43.039.182.950 48.185.454.156 89,32 % 
Mei 39.089.766.566 43.099.069.458 90,70 % 
Juni 33.431.888.100 36.233.254.100 92,27 % 
Juli 37.066.058.250 39.948.900.546 92,78 % 
Agustus 38.469.544.750 41.832.133.950 91,96 % 
September 41.928.424.744 44.957.682.744 93,26 % 
Oktober 34.870.063.040 39.057.843.040 89,28 % 
November 31.604.111.350 39.158.477.286 80,71 % 
Desember 40.052.651.700 46.183.211.030 86,73 % 
Total 457.576.405.700 518.272.433.178 88,29 % 
Sumber : KPPBC Tipe Madya Pabean Surakarta, data diolah 
Penerimaan cukai hasil tembakau pada tahun 2008 cenderung stabil 
dan tidak ada peningkatan yang cukup tajam. Pada bulan November 
penerimaan bahkan turun sampai pada angka Rp. 31.604.111.350 namun 
pada akhir tahun 2008 atau bulan Desember penerimaan CHT kembali 
naik hingga mencapai Rp. 40.052.651.700. Total penerimaan tahun 2008 
dapat terealisasi sebesar 88,29 % yaitu Rp. 457.576.405.700 dari total 
perolehan seluruhnya Rp. 518.272.433.178. Kenaikan jumlah penerimaan 
disebabkan karena adanya revisi target penerimaan cukai pada bulan Mei 
berdasarkan surat Kakanwil DJBC Jateng dan DIY No S-






Kontribusi Penerimaan Cukai Hasil Tembakau 








Januari 39.441.729.800 43.928.567.800 89,79 % 
Pebruari 41.665.168.400 46.604.542.600 89,40 % 
Maret 52.937.914.540 58.521.577.690 90,46 % 
April 42.900.909.400 54.575.741.950 78,61 % 
Mei 30.219.106.760 32.876.268.185 91,92 % 
Juni 30.782.970.635 37.095.372.060 82,98 % 
Juli 45.351.094.520 48.974.611.695 92,60 % 
Agustus 42.475.614.000 49.115.813.850 86,48 % 
September 48.696.110.000 50.045.504.000 97,30 % 
Oktober 60.975.819.200 65.167.872.200 93,57 % 
November 49.385.670.000 52.369.710.000 94,30 % 
Desember 75.409.067.400 80.437.187.400 93,75 % 
Total 560.241.174.655 617.712.769.430 90,70 % 
Sumber : KPPBC Tipe Madya Pabean Surakarta, data diolah 
Penerimaan cukai hasil tembakau tahun 2009 terlihat sangat 
signifikan, pada bulan Januari penerimaan di mulai dengan Rp. 
39.441.729.800. meskipun sempat mengalami penurunan pada bulan Mei 
dan Juni tetapi pada akhir Desember penerimaan mencapai Rp. 
75.409.067.400. Penerimaan tersebut merupakan angka yang paling besar 
dari total seluruh penerimaan di KPPBC Tipe Madya Pabean Surakarta 
untuk setiap bulannya. Prosentase penerimaan CHT yang mencapai 90,70 
% dengan nominal Rp. 560.241.174.655 membuktikan bahwa sektor cukai 
hasil tembakau menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang sangat 
besar. 
Pemerintah memberikan tanggung jawab yang cukup besar pada 
setiap Kantor Bea dan Cukai dengan menetapkan target penerimaan baik 
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dari Bea Masuk maupun Cukai. Target yang ditetapkan berbeda untuk 
setiap wilayah tergantung kemampuan dan produktivitas wilayah tersebut. 
Adapun target dan realisasi penerimaan cukai untuk tahun 2006 sampai 
2009 di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya 
Pabean Surakarta dengan perhitungan efektivitas adalah sebagai berikut. 
Tabel II.9 
Realisasi Penerimaan Cukai terhadap Target Penerimaan Cukai 









2006 298,835,552,652 262,933,523,000 113,65 % 
2007 448,753,094,045 293,507,671,000 152,89 % 
2008 518,272,433,178 355,441,448,000 145,81 % 
2009 619,712,769,430 526,734,070,000 117,65 % 
Sumber: KPPBC Tipe Madya Pabean Surakarta, data diolah 
Efektivitas = Realisasi Penerimaan Cukai   X 100 % 
  Target Penerimaan Cukai  
Tingkat efektivitas realisasi penerimaan cukai terhadap target yang 
telah ditentukan pada tahun anggaran 2006 – 2009 dapat tercapai sampai 
pada prosentase diatas 100 %. Target penerimaan untuk tahun 2008 
ditetapkan berdasarkan surat Kakanwil DJBC Jawa tengah dan DIY pada 
tanggal 13 Desember 2007 yang terdapat dalam S-2085/WBC.09/2007 dan 
S-2086/WBC.09/2007 untuk cukai adalah Rp. 355.441.448.000 tetapi pada 
tanggal 16 Mei 2008 dalam S-955/WBC.09/2008 target penerimaan 
direvisi dengan nilai yang sama. Target penerimaan tahun anggaran 2009 
pada mulanya berada pada kisaran Rp. 463.609.060.000 dan pada bulan 
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September direvisi kembali menjadi Rp. 526.734.070.000 sesuai dengan 
surat Kakanwil DJBC Jawa Tengah dan DIY No. S-1951/WBC.09/2009.  
Tabel II.10 
Tingkat Pertumbuhan Penerimaan Cukai Hasil Tembakau 







2006 280,808,521,522 - 
2007 385,898,245,993 72,77 % 
2008 457,576,405,196 84,34 % 
2009 560,241,174,655 81,67 % 
Sumber: KPPBC Tipe Madya Pabean Surakarta, data diolah 
Tingkat Pertumbuhan= Realisasi Penerimaan Cukai Tahun Dasar  X 100% 
   Realisasi Penerimaan Cukai Tahun Perhitungan 
Tingkat pertumbuhan realisasi penerimaan cukai Hasil Tembakau 
tahun 2007 adalah 72,77 % dari tahun 2006, sedangkan tahun 2008 
mengalami peningkatan menjadi  84,34 % namun pada tahun 2009 tingkat 
pertumbuhannya turun sebesar 2,67 % menjadi 81,67 %. Hal ini 
menunjukkan bahwa sektor cukai telah benar – benar memberikan 
kontribusi yang potensial dalam perekonomian Indonesia meskipun pada 
tahun 2009 terdapat penurunan. 
2. Faktor – faktor yang mempengaruhi peningkatan target penerimaan 
cukai terutama cukai hasil tembakau. 
a. Tingkat konsumsi 
Adanya larangan merokok dari pemerintah karena alasan 
kesehatan tampaknya tidak berpengaruh terhadap konsumsi rokok. Hal 
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ini karena rokok bersifat adiktif, yaitu jika seseorang 
mengkonsumsinya maka akan timbul keinginan untuk menambah 
konsumsi atau ketergantungan dan sulit mengubah kebiasaan 
konsumsinya. Tingginya tingkat konsumsi masyarakat terhadap hasil 
tembakau  atau rokok menjadikan perusahaan atau pabrik 
memproduksi rokok dalam jumlah besar, maka pemesanan pita cukai 
kepada pemerintah juga akan meningkat dan akhirnya penerimaan 
pemerintah juga akan mengalami peningkatan. 
b. Pertumbuhan Ekonomi 
Rokok atau tembakau merupakan salah satu komoditas 
perdagangan yang diatur oleh Pemerintah melalui cukai. Selain 
pemasukan dari penerimaan cukai yang besar, adanya pabrik hasil 
tembakau dapat membuka lapangan pekerjaan sehingga laju 
pertumbuhan pengangguran dapat ditekan. Semakin berkurangnya 
tingkat pengangguran maka pertumbuhan ekonomi suatu negara akan 
lebih baik. 
Kenaikan tarif cukai hasil tembakau memberikan kontribusi bagi 
kenaikan penerimaan daerah dalam bentuk Dana Bagi Hasil Cukai 
Hasil Tembakau. Dana tersebut harus dioptimalisasikan karena 
diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan dapat 
mengurangi dampak kenaikan tarif. Berdasarkan UU No.39/2007 
tentang Cukai, Dana Bagi Hasil CHT tahun 2008 sebesar Rp. 200 
milyar dan untuk tahun 2009 meningkat menjadi Rp. 1 triliun. Sesuai 
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keputusan Mahkamah Konstitusi, Dana Bagi Hasil CHT akan 
dialokasikan pada daerah–daerah penghasil tembakau (Antara 
News.Solo). 
c. Kebijakan dari Pemerintah 
Kebijakan pemerintah menaikkan target penerimaan cukai karena 
melihat potensi yang dimiliki oleh suatu daerah dirasa sangat 
mendukung produktivitas Barang Kena Cukai sehingga dari potensi 
tersebut dapat diambil langkah intensifikasi, ekstensifikasi maupun 
optimalisasi produksi guna meningkatkan penerimaan. Pemerintah juga 
menganalisa realisasi penerimaan cukai selama kurun waktu beberapa 
tahun terakhir yang selalu mengalami peningkatan dan melebihi target 
yang telah ditetapkan. Kemudahan dalam menjalankan kegiatan usaha 
pabrik hasil tembakau mendorong pengusaha meningkatkan 
produksinya dan tetap mempertahankan usaha pabrik hasil tembakau. 
3. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Cukai Hasil Tembakau 
Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Cukai Hasil Tembakau di 
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tidak dikenakan pada 
semua hasil dari pabrik atau pengusaha hasil tembakau. Hanya pabrik hasil 
tembakau yang berpenghasilan lebih dari Rp. 600 juta dari peredaran bruto 
dan perusahaan yang telah di kukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. 
PPN Cukai Hasil Tembakau merupakan penerimaan pajak yang 
menjadi salah satu sumber penerimaan di KPPBC Tipe Madya Pabean 
Surakarta. Sumber penerimaan dari sektor pajak selain dari Pajak 
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Pertambahan Nilai Cukai Hasil Tembakau yaitu PPN Impor, PPnBM dan 
PPH pasal 22. Dari beberapa sumber pajak tersebut, PPN Cukai Hasil 
Tembakau berada pada prosentase tertinggi dan selalu mengalami 
kenaikan dari tahun ke tahun. Untuk mengetahui realisasi penerimaan PPN 
Cukai Hasil Tembakau tahun anggaran 2006 sampai tahun 2009 akan 




Penerimaan PPN Cukai Hasil Tembakau  
Tahun Anggaran 2006 –  2009 
 
 
Tahun Anggaran 2006 2007 2008 2009 
JANUARI 6,466,775,404 11,193,214,174 12,274,425,472 12,772,681,788 
FEBRUARI 7,266,702,036 13,709,638,031 13,235,924,680 12,354,637,894 
MARET 10,470,580,116 14,672,945,623 13,384,519,385 14,767,130,584 
APRIL 8,947,392,655 14,397,293,407 13,663,578,392 11,882,022,868 
MEI 12,268,328,488 9,716,356,457 12,376,781,312 8,575,551,629 
JUNI 11,193,413,810 7,032,287,781 11,644,598,944 8,547,292,481 
JULI 8,643,071,672 8,854,436,118 11,917,104,464 11,332,993,778 
AGUSTUS 9,508,997,790 14,137,956,477 12,081,358,550 11,225,629,356 
SEPTEMBER 6,653,649,344 10,799,578,804 14,314,752,334 12,076,667,959 
OKTOBER 7,502,843,099 11,086,027,167 11,673,232,251 16,298,890,696 
NOPEMBER 9,371,324,083 15,880,579,215 11,025,713,837 13,641,071,782 
DESEMBER 11,749,673,976 16,308,079,486 12,369,183,775 20,687,975,155 
JUMLAH 110,042,752,473 147,788,392,740 149,961,173,396 154,162,545,970 




Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penerimaan PPN atas 
Cukai Hasil Tembakau untuk setiap bulan relatif stabil. Penerimaan PPN 
Cukai Hasil Tembakau setelah di akumulasikan dalam satu tahun 
mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yaitu pada tahun 2006 
mencapai Rp. 110,042,752,473 dan mengalami peningkatan menjadi Rp. 
147,788,392,740 tahun 2007. Peningkatan penerimaaan kembali terjadi 
pada tahun 2008 yaitu Rp. 149,961,173,396  dan pada akhir 2009 berada 
pada kisaran Rp. 154,162,545,970.  
Berikut ini contoh perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Cukai Hasil 
Tembakau. Perusahaan rokok PT X melakukan pemesanan pita cukai 
dengan hasil produksi rokok bermerek xyz. Harga jual eceran rokok 
tersebut adalah Rp. 3.350,00 dengan isi 12 batang. Seri pita cukai yang 
dipesan adalah SKT sebanyak 1500 lembar. Perhitungannya adalah: 
1500 lembar  X 120 keping X Rp. 3.350,00 = Rp. 639.000.000,00  
Jadi Rp. 639.000.000,00 – Rp. 600.000.000,00 = Rp. 39.000.000,00  
Karena lebih dari Rp. 600 juta maka sebelum dihitung PPNnya terlebih 
dahulu dikurangi batas pengenaan PPN yaitu Rp. 600 juta kemudian sisa 
pengurangan dalam pemesanan tersebut dikenakan PPN dengan tarif 8,4 
%, jadi jumlah PPNnya adalah: 




4. Dampak kenaikan tarif cukai hasil tembakau bagi pengusaha  
golongan I, golongan II,dan golongan III 
a. Pengusaha golongan I dan II 
Kenaikan tarif cukai hasil tembakau di setiap tahun tidak akan 
menimbulkan dampak yang cukup berpengaruh pada pabrik rokok 
golongan I karena pabrik golongan I memproduksi rokok dalam 
jumlah yang sangat besar sehingga perhitungan dan pembayaran 
cukainya akan tertutup oleh laba yang diperoleh dari penjualan rokok. 
Untuk pabrik golongan II atau menengah, dampak dari kenaikan tarif 
sedikit berpengaruh tapi perusahaan ini masih bisa menjalankan 
usahanya. Setrategi yang digunakan oleh beberapa pabrik rokok untuk 
mengurangi dampak kenaikan tarif baru yaitu dengan memesan pita 
cukai sebelum kenaikan tarif berlaku. Hal ini dapat dilihat dari 
kenaikan penerimaan cukai yang cukup besar pada akhir tahun 2009.  
b. Pengusaha golongan III 
Pengusaha atau pabrik golongan III merupakan perusahaan yang 
jumlah produksinya kecil serta merek yang dihasilkan belum begitu 
dikenal masyarakat. Kenaikan tarif sangat berpengaruh pada 
operasional perusahaan golongan ini sehingga dampak terburuk yang 
mungkin terjadi adalah pemutusan hubungan kerja pada para buruh 
rokok dan penutupan lahan usaha atau pabrik. Tingginya tarif cukai 
rokok membuat pabrik golongan kecil harus menanggung beban 
kenaikan cukai yang menyebabkan berkurangnya keuntungan 
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perusahaan. Ancaman penutupan pabrik karena tingginya tarif cukai 
membuat para buruh merasa khawatir kehilangan sumber pekerjaan 
mereka. Hal ini terlihat dari pemberitaan berbagai media cetak maupun 
elektronik yang menunjukkan banyaknya buruh rokok yang melakukan 
demonstrasi meminta Pemerintah mengkaji kembali dalam 
menetapkan dan menaikkan tarif rokok agar tidak berdampak 
timbulnya rokok illegal.  
Contoh perhitungan dampak kenaikan tarif terhadap target penerimaan 
dari pengusaha cukai: 
SKM I 2009 = 3000 x 120 x 1000 x Rp. 260 = Rp. 93.600.000.000 
       2008 = 3000 x 120 x 1000 x Rp. 35   = Rp. 12.600.000.000  
SKM II 2009= 4000 x 120 x 1500 x Rp. 175= Rp. 126.000.000.000 
        2008= 4000 x 120 x 1500 x Rp. 35   = Rp. 25.200.000.000 
SKT I 2009 = 4000 x 120 x 2000 x Rp. 130  = Rp. 124.800.000.000 
      2008 = 4000 x 120 x 2000 x Rp. 35    = Rp. 33.600.000.000 
SKT II 2009= 4200 x 120 x 2000 x Rp. 70   = Rp. 70.560.000.000 
       2008= 4200 x 120 x 2000 x Rp. 35   = Rp. 35.280.000.000 
SKT III 2009= 3000 x 120 x 2200 x Rp. 40 = Rp. 31.680.000.000 
























I 68.130.532.000 600 35 600 260 12.600.000.000 93.600.000.000 






 III - 374 35 - - - - 
I 52.430.000.000 375 35 375 185 9.975.000.000 52.725.000.000 






III - 217 35 - - - - 
I 90.250.000.000 520 35 520 130 33.600.000.000 124.800.000.000 
II 70.500.000.0000 336 35 336 70 35.280.000.000 70.560.000.000 3 
SKT 
190.824.000.000 
III 30.074.000.000 234 30 234 40 23760000000 31.680.000.000 
I 50.210.200.000 600 35 600 260 7.560.000.000 56.160.000.000 
II 30.090.232.000 383 35 383 175 6.237.000.000 31.185.000.000 4 
SKTF 
80.300.432.000 
III - 374 35 - - - - 
Tabel II.12.  
Contoh Perhitungan Realisasi Target CHT Tahun 2009 Menggunakan 
Tarif Tahun 2008 dan 2009 





 Dari tabel II.12 diatas, dapat disimpulkan bahwa target penerimaan 
tahun 2009 dapat tercapai setelah adanya kenaikan tarif. Jumlah batang 
rokok dan total keping cukai dalam perhitungan diatas diasumsikan 
total selama satu tahun. Dari contoh perhitungan, SKM golongan I 
dengan target penerimaan tahun 2009 Rp. 68.130.532.000 dapat 
tercapai dengan menggunakan tarif 2009 yaitu mencapai Rp. 
93.600.000.000 namun tidak tercapai ketika dihitung menggunakan 
tarif 2008. Kenaikan tarif berlaku pula untuk produk rokok jenis SKT,  
SPM, SKTF dan jenis lainnya. Tahun 2009, SKM, SPM dan SPTF 
disederhanakan menjadi dua golongan. 
5. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pihak terkait 
baik para pegawai maupun pengguna jasa tentang kebijakan yang 
telah ditetapkan. 
Kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah dalam bidang 
cukai bertujuan untuk meningkatkan penerimaan dan juga kinerja para 
pegawai cukai serta memberikan kemudahan bagi para pengusaha dalam 
menjalankan usaha. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah 
hendaknya segera diinformasikan pada semua pihak yang terkait. Adapun 
upaya – upaya yang telah dilakukan adalah dengan mengadakan 
pembinaan dan sosialisasi baik mengenai kenaikan tarif maupun kebijakan 
lain yang diikuti oleh pegawai dan para pengguna jasa khususnya di 
bidang cukai serta instansi tehnik terkait di setiap wilayah kerja. KPPBC 
Tipe Madya Pabean Surakarta selalu memberikan informasi terbaru 





ketentuan atau kebijakan terbaru dengan mengadakan sosialisasi di 
KPPBC tipe Madya Pabean Surakarta yang dipimpin langsung oleh 
Kepala Kantor. Setelah adanya sosialisasi dan pembinaan diharapkan 
segala kegiatan Kepabeanan dan Cukai dapat berjalan lancar, efektif dan 
efisien karena hal ini sangat membantu dalam mengoptimalkan pelayanan 



























Sesuai dengan hasil penelitian dan analisis data di Kantor Pengawasan dan 
Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Surakarta, penulis mengambil 
beberapa hal yang merupakan kelebihan dan kekurangan sehingga perlu diadakan 
penyempurnaan lebih lanjut. Berikut ini merupakan kelebihan dan kelemahan 
yang penulis temukan. 
A. Kelebihan  
1. Kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau memberikan dampak positif dengan 
meningkatnya penerimaan cukai dari tahun ke tahun. Kenaikan tarif 
tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu upaya pemerintah dalam 
mencapai target penerimaan cukai yang telah ditetapkan. 
2. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean 
Surakarta telah melakukan tugas dan kewajiban secara profesional dalam 
memberikan pelayanan sesuai dengan visi dan misi institusi. 
3. Penyempurnaan organisasi dan tata kerja instansi telah dibentuk secara 
optimal. Hal ini dapat dilihat dari tanggung jawab pegawai pada setiap 








4. Prosedur pemungutan cukai hasil tembakau di KPPBC Tipe Madya 
Pabean Surakarta telah sesuai dengan Undang – Undang No.39 Tahun 
2007 yang mengatur tentang cukai. 
5. Kemudahan fasilitas telah disediakan bagi pengusaha cukai tembakau dan 
pegawai dengan adanya Sistem Aplikasi Cukai (SAC) Sentralisasi atau 
sistem online dalam pemesanan pita cukai serta kemudahan perizinan 
usaha dan pembuatan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai 
(NPPBKC). Melalui sistem ini, masyarakat pengguna jasa cukai akan 
mendapatkan jaminan kepastian dan transparasi pelayanan . 
6. Penambahan seksi Kepatuhan Internal yang bertujuan mewujudkan 
organisasi yang efektif, efisien dan bebas KKN serta seksi Penyuluhan dan 
Layanan Informasi yang menyediakan bimbingan dan informasi kepada 
pengusaha telah memberikan nilai positif pada pelayanan Bea dan Cukai 
di KPPBC Tipe Madya Pabean Surakarta. 
B. Kelemahan 
1. Kenaikan tarif cukai hasil tembakau yang dirasa cukup tinggi terutama 
bagi pengusaha tembakau golongan kecil dapat menyebabkan timbulnya 
pelanggaran rokok illegal, antara lain: 







b. Penggunaan pita cukai bekas atau sisa dari pita cukai produksi dan 
pemesanan sebelumnya. 
c. Dokumen yang digunakan tidak sesuai dengan prosedur pemesanan 
pita cukai dan pengeluaran barang cukai. 
2. Kenaikan tarif cukai tembakau menyebabkan pengusaha rokok golongan 
kecil menutup usahanya karena kurangnya modal dan akan berdampak 


























Penelitian yang penulis lakukan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan 
Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Surakarta menjadi dasar bagi penulis 
dalam pengambilan kesimpulan. Adapun kesimpulan tersebut diuraikan 
seperti berikut ini. 
1. Kontribusi penerimaan cukai hasil tembakau terhadap total penerimaan 
cukai di KPPBC Tipe Madya Pabean Surakarta pada tahun 2006 adalah 
sebesar 93,97 % yaitu Rp. 280.808.521.522 sedangkan tahun 2007 sebesar 
85,99 % dengan nilai nominalnya yaitu Rp. 385.898.245.993 . Tahun 2008 
penerimaan cukai mencapai Rp. 457.576.405.196 yaitu 88,29 % dan 
mengalami peningkatan hingga pada posisi 90,70 % untuk tahun 2009 atau 
sebesar Rp. 560.241.174.655. Meskipun dalam prosentase nilainya 
cenderung menurun tapi dalam nominal rupiah penerimaan cukai hasil 
tembakau terus mengalami peningkatan. 
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan target penerimaan cukai 
setiap tahun adalah tingkat konsumsi masyarakat, pertumbuhan ekonomi 
dan kebijakan dari pemerintah. Semakin tinggi tingkat konsumsi 
masyarakat terhadap hasil tembakau atau rokok, maka pengusaha atau 






kerja yang tidak sedikit. Penyerapan tenaga kerja akan mengurangi 
pengangguran dan hasil penerimaan cukai akan menambah penerimaan 
negara sehingga pertumbuhan ekonomi yang sehat dapat terwujud.  
3. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Cukai Hasil Tembakau di KPPBC 
Tipe Madya Pabean Surakarta dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 
semakin meningkat. Penerimaan tertinggi tercatat pada tahun 2009 yaitu 
senilai Rp. 154.162.545.970. 
4. Dampak kenaikan tarif cukai hasil tembakau bagi pengusaha golongan I 
dan II tidak begitu berpengaruh pada tingkat produksi golongan tersebut. 
Namun sebagaian pabrik rokok golongan kecil merasa keberatan dengan 
kenaikan tarif dikarenakan jumlah produksi hasil tembakau atau rokok 
pabrik golongan kecil juga relatif sedikit dan laba yang diperoleh tidak 
mencukupi untuk membayar beban cukai. Target Penerimaan CHT tahun 
2009 dapat tercapai dengan adanya kenaikan tarif. 
5. Upaya yang dilakukan pemerintah terhadap pihak terkait seperti pegawai 
dan pengguna jasa cukai tentang kebijakan yang telah ditetapkan adalah 
dengan memberikan informasi secepat dan seakurat mungkin untuk 
memberikan kemudahan pelayanan di bidang cukai dengan mengadakan 








B. Rekomendasi  
1. Pemerintah melalui pegawai Bea dan Cukai harus memberikan pembinaan 
dan sosialisasi peraturan kepada pengusaha rokok illegal agar 
memproduksi rokok secara legal serta melakukan pemeriksaan dan 
pengawasan baik secara rutin maupun inspeksi mendadak di setiap pabrik 
rokok untuk menghindari adanya pelanggaran seperti pita cukai palsu, 
rokok polos dan dokumen-dokumen yang tidak sesuai atau tidak resmi. 
2. Pemerintah setelah melakukan penegahan pelanggaran barang kena cukai 
harus memberi sanksi yang berat dan tegas kepada pelaku mengingat 
Cukai bukan hanya untuk penerimaan negara tetapi juga merupakan 
barang yang perlu diawasi konsumsi, produksi dan peredarannya.  
3. Untuk tetap mempertahankan industri rokok yang terkena dampak cukup 
berpengaruh pada proses produksinya karena kenaikan tarif, Pemerintah 
hendaknya memberikan bantuan modal kepada pengusaha. 
4. Pegawai harus selalu meningkatkan kualitas pelayanan Kepabeanan dan 
Cukai  dengan lebih memaksimalkan kinerja pegawai.  
5. Masyarakat dan pengusaha cukai diharapkan ikut berpartisipasi dalam 
mewujudkan kepatuhan dalam pelaksanaan cukai dan membantu 
mencegah adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang 
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